SALINAN

BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DAERAH
UNTUK MELAKUKAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI JABATAN DAN
PELANTIKAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI, PEJABAT ADMINISTRASI DAN
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUDUS,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Bupati sebagai Pejabat Pemerintahan berhak
mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lainnya ;

. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengambilan

sumpah/janji jabatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan
Tinggi, Pejabat Administrasi dan Kepala Sekolah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, Bupati perlu
mendelegasikan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah
untuk melakukan pengambilan sumpah/janji jabatan, dan
pelantikan bagi pejabat dimaksud ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



10.

2

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) ;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4194) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13
Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 115) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 116) ;



Menetapkan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 117), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong
Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 179) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118) ;

MEMUTUSKAN :

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA SEKRETARIS DAERAH
UNTUK MELAKUKAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI
JABATAN DAN PELANTIKAN BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI,
PEJABAT ADMINISTRASI DAN KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Kudus.

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kudus.

3. Pendelegasian wewenang adalah pendelegasian hak yang
dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

5. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara
yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi
Pemerintah.

Pasal 2

(1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah
untuk melakukan pengambilan sumpah/janji jabatan dan
pelantikan  bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat
Administrasi dan Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah



Kabupaten Kudus.

(2) Berdasarkan pendelegasian  wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah wajib melaporkan
pelaksanaannya kepada Bupati.

Pasal 3

Dalam hal tertentu, Bupati dapat melakukan pengambilan
sumpah/janji jabatan dan pelantikan bagi Pejabat Pimpinan
Tinggi, Pejabat Administrasi dan Kepala Sekolah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Februari 2016

BUPATI KUDUS
ttd.

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUHASTUTI, SH

Pembina Tk.I
NIP. 19610319 198607 2 001
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